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BAB X 
ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP  
Dalam Pemanfaatan Dana Desa Era Post 
Covid19 

 

Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko 

A. Mengapa Perlu ‘Entrepreneural Ledership’ 

Dalam perkembangan teori organisasi, aliran modern 
menekankan pentingnya sebuah organisasi untuk senantiasa 
berhubungan dengan lingkungannya baik lingkungan internal 
maupun eksternal organisasi. Organisasi yang efektif 
merupakan organisasi yang mampu menyesuaikan diri secara 
cepat dengan perubahan karakteristik lingkungannya (Keats & 
Hitt, 1988) (Bala & Feng, 2019) (Science, 2021) (Menoni & 
Schwarze, 2020). Berdasarkan pandangan tersebut, terlihat 
bahwa adaptabilitas dan fleksibilitas organisasi merupakan 
salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Era 
post Covid19 mendorong setiap organisasi untuk cepat 
bergerak memulihkan kondisi menjadi lebih baik dari 
sebelumnya.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa peradaban saat ini telah 
membawa hiruk-pikuk inovasi yang banyak didorong oleh 
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revolusi digital yang berkelanjutan dan perluasan pasar global. 
Dengan berjalannya perubahan yang didukung 
perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan 
lingkungan kita saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan 
perubahan yang sangat cepat dimana kondisi ini tidak akan 
reda dan menetap. Maka, dalam sebuah organisasi, 
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan itu 
menjadi hal yang sangat penting. Caranya bisa bermacam-
macam, seperti melalui pendidikan, partisipasi, fasilitasi, 
negosiasi, manipulasi, dan paksaan (Yılmaz & Kılıçoğlu, 2013). 
Terkadang pilihan yang diambil oleh seorang manajer adalah 
dengan manipulasi. Menciptakan sebuah rekayasa situasi 
dalam organisasi dapat menjadi pilihan yang tepat. 

Fenomena perubahan akibat pandemi Covid19 juga 
dirasakan pula oleh pemerintah desa. Sebagai ujung tombak 
pemulihan ekonomi di era post covid19, pemerintah desa 
harus melaksanakan tanggungjawab terkait pengelolaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi 
kewenangan di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan 
penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang 
sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai 
kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana 
alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. 



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan 

242 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan 
ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi 
penanggulangan kemiskinan; pembentukan, pengembangan, 
dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik 
desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan 
ekonomi desa tumbuh merata; serta pembangunan dan 
pengembangan usaha ekonomi produktif. Keseluruhan 
program yang dilaksanakan di tingkat desa memberikan 
tantangan khususnya bagi kepala desa untuk lebih inovatif, 
kreatif, dan mampu menghadapi masalah yang dihadapi 
pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat 
desa. 

Untuk merespon tuntutan peningkatan kualitas 
pengelolaan desa sebagai konsekuensi dari tanggungjawab 
pengelolaan dana desa, diperlukan faktor kepemimpinan 
kepala desa yang memiliki semangat inovatif, kreatif, adaptif, 
dan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat. 
Kriteria kepemimpinan tersebut merupakan karakteristik 
kepemimpinan kewirausahaan sebagaimana dijelaskan oleh 
(Esmer & Dayi, 2017) bahwa kepemimpinan kewirausahaan 
memiliki karakteristik antara lain mampu mempengaruhi 
kinerja, kontinuitas, efektifitas dan produktivitas organisasi. 
Pemimpin wirausaha adalah mereka yang mampu 
mempengaruhi orang lain, memiliki visi, orisinalitas, dan 
keberanian dalam mengambil risiko, menangkap peluang, 
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mengejar inovasi, inovatif, produktif, saling bertukar dan 
strategis. 

Mengantisipasi perubahan dan memulai tindakan 
merupakan elemen penting yang ditunjukkan dari kelincahan 
seorang pemimpin, termasuk inisiasi dalam mengembangkan 
program dan kegiatan ke depan yang terarah (Horney et al., 
2010). Kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah 
kepemimpinan yang gesit dalam mengambil kebijakan. Hal ini 
akan menciptakan kepercayaan diri dalam diri anggota 
organisasinya untuk selalu siap menghadapi perubahan. 
Manajemen risiko pada akhirnya menjadi tuntutan yang harus 
dilakukan guna meminimalisir dampak negatif dari 
perubahan yang terjadi begitu cepat.   

Keterkaitan antara kepemimpinan dengan 
kewirausahaan sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Telah 
banyak artikel yang menulis tentang kepemimpinan 
kewirausahaan, dengan berbagai tema seperti meneliti 
kepemimpinan kewirausahaan dengan kinerja organisasi, 
karakteristik kewirausahaan, gender, dan factor-faktor yang 
menentukan keberhasilan implementasi kepemimpinan 
kewirausahaan (Ranjan, 2018). Model kepemimpinan 
kewirausahaan menjadi sangat berkorelasi di masa post 
covid19 karena adanya tuntutan kepala desa untuk mengelola 
dana desa yang sangat besar, serta mengimplementasi 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menuntut 
kemampuan adaptasi dan keberanian dalam mengambil 



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan 

244 

risiko. Oleh sebab itu tulisan ini mencoba memberikan 
penjelasan tentang kepemimpinan kewirausahaan sebagai 
challenge bagi kepala desa dan pemerintah desa serta 
lingkungan masyarakat desa untuk dapat menyelesaikan 
masalah yang terjadi di era post covid19 ini. 

B.  Kepemimpinan Publik 

Sebelum menjelaskan tentang kepemimpinan publik, 
perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang konsep 
kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan aspek penting 
dalam organisasi dan manajemen yang dapat menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan. Banyak studi yang 
menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat meningkatkan 
kinerja individu dan organisasi publik (Schwarz et al., 2020). 
Weber (1947) mengkonseptualisasikan kepemimpinan 
karismatik berdasarkan karyanya pada birokrasi. Burns (1978) 
memulai kepemimpinan transformasional dalam terobosan 
studinya tentang kepemimpinan politik. Kepemimpinan 
sebagai sebuah konsep juga didefinisikan dalam banyak cara 
yang berbeda (Roman et al., 2019), dari luas ke sempit. 
Sementara istilah "kepemimpinan" sering digunakan untuk 
menjelaskan apa pun yang dilakukan oleh mereka yang 
bertanggung jawab (serta mereka yang membuat sesuatu 
terjadi, seperti tim dan jaringan yang dipimpin sendiri), 
sebagian besar pakar kepemimpinan menggunakan istilah 
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tersebut secara lebih sempit untuk merujuk pada studi 
tertentu.  

Kepemimpinan adalah salah satu fenomena yang paling 
kompleks dan multidimensi. Ini telah dipelajari secara 
ekstensif selama bertahun-tahun dan telah mengambil lebih 
banyak penting dari sebelumnya di serba cepat hari ini dan 
dunia yang semakin mengglobal. Namun, kepemimpinan 
terus menarik para peneliti dan menghasilkan perdebatan 
yang membingungkan karena kompleksitas subjek. Bennis 
mencatat bahwa 'kepemimpinan adalah topik yang paling 
banyak dipelajari namun paling sulit dipahami dari semua 
ilmu sosial. Dijelaskan dalam bukunya yang berjudul On 
Becoming A Leader, bahwa karakter kepemimpinan menjadi 
hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 
Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, seperti menjadi 
seorang dokter atau penyair, dan mereka yang mengklaim 
sebaliknya membodohi diri mereka sendiri. Tetapi belajar 
memimpin jauh lebih mudah daripada yang kita pikirkan 
karena masing-masing dari kita sebenarnya memiliki 
kapasitas kepemimpinan (Bennis, 2009).  

Kepemimpinan yang efektif diakui sebagai kunci untuk 
keberhasilan organisasi mana pun. Bahkan, telah ada 
pergeseran yang mulai mengakui pentingnya modal manusia 
dan manajer organisasi. Tapi apa perbedaan antara 
kepemimpinan dan manajer?. Pemimpin umumnya 
dipandang sebagai visioner dan ahli strategi sedangkan 
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manajer memantau dan mengontrol kinerja, menjaga 
ketertiban dan stabilitas dalam suatu organisasi. Beberapa 
peneliti berpendapat bahwa pemimpin dan manajer memiliki 
peran yang berbeda dan tanggung jawab sementara yang lain 
menegaskan bahwa kepemimpinan dan manajemen saling 
melengkapi dan itu akan sulit untuk memisahkan mereka 
dalam praktik. Kepemimpinan yang efektif dipandang sebagai 
hal yang esensial bagi keberhasilan organisasi mana pun. 
Empat era utama teori kepemimpinan adalah kepemimpinan 
sifat, perilaku, situasional, dan modern. Stogdill 
mendefinisikan kepemimpinan sebagai "proses 
mempengaruhi melalui metode tertentu yang dapat 
membujuk sekelompok orang tertentu untuk mencapai tujuan 
yang dinyatakan dan ditargetkan. Adapula yang berpendapat 
bahwa memimpin adalah seni menginspirasi orang untuk 
berhasrat memperjuangkan ambisi bersama. Menurut 
Maxwell semua aktivitas mempengaruhi merupakan sebuah 
kepemimpinan itu. Namun demikian, tidak ada satu deskripsi 
atau strategi kepemimpinan khusus yang dianggap universal, 
dan studi untuk menentukan apa yang merupakan pemimpin 
yang efektif terus berlanjut. (Benmira & Agboola, 2021). 

Banyak definisi tentang kepemimpinan yang telah 
dikemukakan para ahli, namun berdasarkan perkembangan 
atau evolusi dasar dari teori kepemimpinan secara umum 
perkembangan teori kepemimpinan terbagi menjadi beberapa 
kelompok berikut. 
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Tabel 10.1. Ringkasan Teori Utama Leadership 

Era Periode Teori Penjelasan 
Trait/sifat 1840an 

1930-
1940an 

Great Man 
Trait 

 Fokus pada 
kelahiran 
seorang 
pemimpin 
secara alami 

Behavioral/Perilaku 1940-
1950an 

Behavioral/Perilaku  Fokus pada 
tindakan dan 
ketrampilan 
pemimpin 

Situasional 1960an Kontingensi dan 
Situasional 

 Fokus pada 
kemampuan 
pemimpin 
dalam 
beradaptasi 
dengan 
lingkungan 

New Leadership 1990an Transaksional  Fokus pada 
kepemimpinan 
sebagai 
transaksi 
keuntungan-
biaya 

 1990an Transformasional  Fokus pada 
gaya 
kepemimpinan 
yang 
mendorong 
pengikutnya 
untuk meraih 
pencapaian 
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 2000an Shared, collective, 
Servant, inclusive, 
complexity 
Agile 
Entrepreneurial 

 Fokus pada 
kekuatan tim 

 Fokus pada 
pempimpin 
yang melayani 

 Pemimpin 
yang terbuka 
untuk semua 
pengikutnya 

 Fokus pada 
pemimpin 
yang mampu 
menguasai 
semua sistem 
organisasinya. 

 Dinamis, 
adaptif, 
inovatif, 
kreatif, dan 
berani 
mengambil 
risiko 

Sumber: Benmira&Agboola, 2021; Seijts et al., 2022 
 

Semua organisasi dalam masyarakat modern 
membutuhkan manajemen profesional. Organisasi publik, 
yang karena misi publiknya berkewajiban untuk mengurus 
kepentingan bersama, menghadapi tantangan khusus. 
Manajemen dalam organisasi sektor publik memiliki 
kewajiban untuk menciptakan nilai-nilai kepublikan 
sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Nilai-nilai publik 
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ini akan dapat tercapai apabila organisasi sektor publik 
dikelola oleh para pemimpin dengan kualitas kepemimpinan 
yang baik (Zubek, 2020). Di era masyarakat yang 
mengedepankan pengetahuan, peran utama kepemimpinan 
dalam organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan 
pengetahuan, berbagi pengetahuan, mampu memberikan 
solusi yang inovatif dan memiliki kemampuan untuk 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara cepat. 
Kepemimpinan juga berarti menciptakan identitas budaya 
organisasi, yang merupakan elemen penting yang 
menghubungkan misi organisasi dengan sumber daya 
manusianya untuk menghasilkan standar terbaik dalam 
memberikan layanan publik kepada masyarakat. 

Ospina (2017) dan Van Wart (2013) mencatat bahwa 
studi tentang kepemimpinan sektor publik terus menawarkan 
banyak hal untuk sektor lain karena manajer publik 
menghadapi beberapa tantangan masyarakat yang paling 
mendesak dan masalah kejahatan yang tidak dapat dijawab 
dengan mudah (Weber dan Khademian 2008), seperti 
pemanasan global, degradasi lingkungan, dan migrasi 
(Schwarz et al., 2020). Perubahan lingkungan yang sangat 
cepat dan penuh ketidakpastian juga mempengaruhi 
karakteristik kepemimpinan organisasi di sektor publik, 
khususnya kebutuhan akan pemimpin yang responsif, cepat 
tanggap, dan adaptif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Seijts et al., 
2022) bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah 
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kepemimpinan yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri 
dengan situasi apapun. Kepemimpinan harus dapat 
menyesuaikan diri dengan konteks organisasi dan masalah 
yang dihadapi. Pemimpin yang bijaksana akan mampu 
melakukan analisis yang terampil dari situasi yang kompleks 
dan rumit untuk memahami esensi dari tantangan yang 
mereka hadapi, dan mereka menggunakan penalaran logis 
untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Model 
kepemimpinan ini perlu didukung pula dengan mental dan 
kemampuan untuk selalu lincah dan gesit dalam setiap 
pengambilan kebijakan. 

C. Kepemimpinan Publik Era Post Covid-19 

Kepemimpinan publik merupakan upaya memobilisasi 
individu, organisasi, dan jaringan untuk merumuskan 
dan/atau menetapkan tujuan, nilai, dan tindakan yang 
bertujuan untuk menciptakan hasil yang bernilai bagi ruang 
publik. Fokus kepemimpinan disini adalah tidak hanya pada 
aktor individu sebagai pemimpin tetapi juga pada proses dan 
praktik pemimpin dalam memenuhi keinginan dan harapan 
publik atas masalah yang menjadi perhatian publik  
Kepemimpinan publik dilakukan dengan memanfaatkan 
perhatian dan sumberdaya yang dimiliki oleh publik sebagai 
alat untuk mencapai tujuan (Hartley, 2018). Dijelaskan oleh 
Hartley bahwa ada 10 (sepuluh) area penelitian tentang 
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kepemimpinan publik yang telah dibuktikan oleh para 
peneliti, yaitu. 
1. Perbedaan antara kepemimpinan publik dan 

kepemimpinan pelayanan publik 
2. Konteks kepemimpinan yang sangat dinamis 
3. Kejelasan tujuan dalam kepemimpinan 
4. Konflik dan konteks terletak di jantung kepemimpinan 

publik 
5. Kepemimpinan membutuhkan kecerdasan politik. 
6. Nilai pemikiran tentang kepemimpinan ganda 
7. Kepemimpinan dapat mencakup proyeksi dari orang 

lain. 
8. Kebutuhan untuk menumbuhkan ketahanan pribadi 

pada pemimpin publik. 
9. Kepemimpinan, otoritas dan legitimasi 
10. Desain dan metode penelitian untuk mencerminkan 

kompleksitas dan dinamisme 
Area atau fokus kajian penelitian dalam kepemimpinan 

publik semakin menunjukkan variasi yang tidak hanya 
berfokus pada individu pemimpinnya tetapi semakin meluas 
ke ranah bagaimana pemimpin melakukan aktivitas, proses, 
dan praktik-praktik pemimpin dalam memenuhi harapan 
publik. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan publik 
memiliki posisi yang sangat strategis dalam menciptakan nilai-
nilai kepublikan yang dibutuhkan masyarakat, terutama di era 
post covid19 ini. 
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Perkembangan tuntutan perubahan organisasi sektor 
publik khususnya terkait posisi strategis kepemimpinan sektor 
publik di Era Post Covid19, memberikan tantangan bagi 
pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinanya. Hal 
tersebut disebabkan kemunculan pandemi Covid19 telah 
menyebabkan dunia berubah sangat drastis, termasuk dalam 
pengelolaan organisasi sektor publik. Setelah pandemi 
dianggap selesai dan berakhir atau yang disebut sebagai Era 
Post Covid19, Era Pasca Pandemi, atau Era Post Pandemi pun 
juga ternyata tidak serta merta merubah kehidupan menjadi 
normal seperti sebelum pandemi. Kenyataan yang terjadi 
justru sebaliknya, era Post Covid19 justru menjadi era baru 
yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang dapat 
terjadi setiap saat.  

Perubahan dunia akibat Pandemi Covid19 tidak saja 
merubah wajah bumi secara fisik tetapi secara non fisik dunia 
bergerak dengan perubahan yang sangat cepat. Baik pada saat 
pandemi maupun setelah pandemi berakhir, seolah para 
pemimpin organisasi sektor publik menjadi sorotan banyak 
media, terutama terkait dengan berbagai best practices yang 
telah dilakukan untuk mengatasi bencana ini. Hal ini 
menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan memiliki posisi 
yang sangat strategis dalam penanganan pandemi maupun 
pemulihan pasca pandemi seperti saat sekarang. Disampaikan 
oleh (Forster et al., 2020) bahwa kepemimpinan yang baik dan 
efektif menjadi sangat diperlukan dari kondisi sebelum krisis. 
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Masyarakat sangat mengharapkan kehadiran pemimpin yang 
efektif dalam menangani krisis.  

Pemerintah, masyarakat atau komunitas, dan organisasi 
sektor publik saat ini berada dalam mode krisis dan sedang 
mencari pola yang tepat untuk diterapkan di organisasinya. 
Tantangan yang dihadapi khususnya pada organisasi sektor 
publik adalah ketergantungan sektor publik terhdap 
pemimpin yang mampu merubah sistem dengan cepat, 
inovatif, mampu melakukan berbagai terobosan baru, berani 
mengambil risiko sehingga mampu menanggapi krisis secara 
permanen serta dapat mengubah kondisi ekonomi, sosial, dan 
kesehatan masyarakat (Dirani et al., 2020). Kepemimpinan 
saat ini betul-betul diuji dengan krisis yang terjadi saat ini. 
Inilah saatnya bagi para pemimpin sejati untuk membantu 
sistem dan individu mengatasi keterbatasan dan ketakutan 
serta meningkatkan kinerjanya untuk pemulihan ekonomi 
masyarakat. 

Era Post Covid19 sangat identik dengan upaya 
mengantisipasi perubahan dan memulai tindakan strategis 
untuk memulihkan kondisi sebelumnya. Maka elemen penting 
yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin adalah 
kelincahan atau agility, termasuk bagaimana inisiasi yang 
dilakukan untuk mengembangkan program dan kegiatan ke 
depan yang terarah (Horney et al., 2010). Kepemimpinan yang 
dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang gesit dalam 
mengambil kebijakan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan 
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diri dalam diri anggota organisasinya untuk selalu siap 
menghadapi perubahan. Upaya ini menunjukkan bahwa 
karakter kepemimpinan yang diperlukan dalam kondisi yang 
serba cepat berubah, penuh ketidapastian ini tentu adalah 
kepemimpinan yang responsif, cepat tanggap, dan adaptif. 
Sebagaimana dijelaskan oleh (Seijts et al., 2022) bahwa 
kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah 
kepemimpinan yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri 
dengan situasi apapun. 

Sebuah penelitian menarik tentang kepemimpinan 
menemukan bahwa di era krisis maupun pasca krisis seorang 
pemimpin tidak cocok jika menerapkan gaya kepemimpinan 
instruksional secara ansih. Sebagian responden 
menyampaikan pentingnya untuk menunda gaya 
kepemimpinan yang instruksional dan menyarankan untuk 
lebih beradaptasi dengan perubahan, sedangkan yang lainnya 
tetap bersikeras untuk meminta ketegasan seorang pemimpin 
agar organisasi tidak mengalami turbulensi yang besar. Hal 
tersebut oleh peneliti dikelompokkan menjadi tiga teori 
tindakan atau aksi yang harus dilakukan oleh pemimpin, yaitu 
melakukan tindakan moratorium terkait gaya kepemimpinan 
transaksional, adaptasi dengan perubahan, dan determinasi 
yang berarti tetap dengan gaya instruksional, namun dalam 
rangka menjaga agar organisasi tidak terlalu terganggu dengan 
krisis (Shaked, 2022). 

Selama krisis terjadi seperti pada saat pandemi covid19 
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ini kita melihat bahwa seorang pemimpin sudah tidak lagi bisa 
hanya mengedepankan aspek kekuasaan. Disampaikan dalam 
artikel (Forster et al., 2020) bahwa sangat penting bagi 
pemimpin saat ini untuk menghindari gaya kepemimpinan 
top-down. Sementara yang lebih diperlukan adalah bagaimana 
kemampuan seorang pemimpin dalam menciptakan jaringan 
tim, memberdayakan orang lain, dan membuka diskusi 
umum. Hal ini penting dilakukan karena krisis telah membuat 
kondisi menjadi cepat berubah, maka seorang pemimpin 
butuh bersikap fleksibel dan terbuka untuk dapat beradaptasi 
dengan perubahan. Transparansi merupakan prinsip penting 
dalam manajemen krisis. Pemimpin perlu memberikan 
kejelasan tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak 
diketahui. Komunikasi yang teratur dan akurat sangat penting 
selama krisis seperti itu dan mengurangi risiko desas-desus 
dan penyebaran informasi yang salah. Akhirnya, fase 
pemulihan setelah masa pandemi covid19  pasti menuntut 
kepemimpinan yang kuat, yang mampu memulihkan kondisi 
masyarakat setelah terpuruk dalam krisis. 

Sangat jelas bahwa memimpin dalam era pandemi 
maupun post pandemi covid19 bukanlah hal yang mudah. 
Media maupun hasil penelitian telah banyak 
mempublikasikan berbagai praktik kepemimpinan di berbagai 
negara yang sebagian besar memang masih diperdebatkan. 
Salah satu artikel juga telah mempublikasikan bagaimana 
pemimpin di Selandia Baru telah melakukan upaya untuk 
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memberikan rasa aman baik dari ancaman bahaya (kesehatan) 
dan mata pencaharian yang dalam ini dikaitkan dengan 
persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
tulisannya Suze Wilson menjelaskan hasil identifikasinya 
terhadap gaya kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru 
Jacinda Ardern yang sangat mengedepankan pendapat ilmiah 
para ahli di bidangnya. Semua keputusan yang diambil oleh 
perdana menteri tersebut merupakan hasil analisis yang 
mendalam yang disertai dengan bukti-bukti yang ilmiah, 
sehingga dipastikan langkahnya dapat melindungi masyarakat 
dari bahaya baik secara kesehatan maupun ekonomi  (Wilson, 
2020). Artinya pengambilan keputusan yang diambil oleh 
pemimpin di era post Covid19 harus memiliki landasan yang 
kuat baik secara ilmiah maupun fakta lainnya. Ini penting 
untuk menghindari kegagalan yang akan semakin 
membahayakan masyarakat. 
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Gambar 10.1.  
Pandemic Leadership: A Good Practice Framework (Wilson, 

2020). 

D. Entrepreneurial Culture Organization and 
Leadership 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konsep 
entrepeuneurial culture organization sangat banyak 
dibicarakan baik dalam literatur organisasi maupun 
manajemen (Danish et al., 2019). Budaya kewirausahaan 
diartikan sebagai sikap, nilai-nilai, keterampilan, dan kekuatan 
kelompok atau individu yang bekerja di sebuah lembaga atau 
lembaga organisasi untuk menghasilkan pendapatan. 
Kewirausahaan merupakan budaya organisasi sekaligus 
inovasi bagi pengembangan suatu organisasi (Li et al., 2020).  

Kultur organisasi juga memiliki hubungan yang 
kompleks dengan lingkungan dimana mereka beroperasi dan 
dimana mereka merekrut sumberdaya (Hatch & Cunliffe, 
2006). Perkembangan lingkungan akan sangat menentukan 
bagiamana budaya organisasi itu berkembang. Sebagaimana 
terjadi di lingkungan organisasi pemerintah desa, dengan 
terbitnya Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
tentu menuntut organisasi pemerintah desa untuk lebih kreatif 
dan inovatif dalam melakukan mewujudkan kemandirian 
desa.  

Dalam literaturnya, Inwood menjelaskan bahwa 
perjuangan organisasi publik saat ini adalah bagaimana 
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membawa kultur manajemen sektor privat ke dalam 
penyelenggaraan organisasi sektor publik (Inwood, 2012). 
Kesulitan mengadopsi model privat dalam organisasi publik 
juga dialami oleh organisasi pemerintah desa. Dengan 
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki desa, tentu tantangan 
menjadi wirausaha menjadi sangat berat. Namun demikian 
tuntutan menjadi inovatif dan berjiwa wirausaha tetap 
menjadi dorongan organisasi pemerintah desa untuk berubah 
ke arah pengembangan budaya kewirausahaan.  

Banyak para ahli yang menjelaskan pentingnya lembaga 
nonprofit untuk beroperasi lebih seperti bisnis. Hal ini berarti 
bahwa organisasi nirlaba atau nonprofit harus lebih 
berwirausaha. Kemudian apa yang dimakasud dengan 
kewirausahaan dan bagaimana kewirausahaan diterjemahkan 
dalam konteks organisasi sektor publik?. Peter Drucker (1985) 
menggambarkan bahwa seorang wirausahawan selalu 
menelusuri perubahan, menanggapinya, dan 
memanfaatkannya sebagai peluang. Dengan demikian 
kewirausahaan memiliki keterkaitan dengan upaya 
menghadapi perubahan. Siapa yang cepat dalam beradaptasi 
dengan perubahan, disitulah dibutuhkan jiwa kewirausahaan. 
Organisasi yang berkinerja tinggi akan paling sukses dalam 
melihat perubahan datang dan beradaptasi dengannya.  

Pengukuran terhadap budaya entrepreneurial penting 
dilakukan sebagai budaya inovatif. Hal tersebut disebabkan 
karena inovasi merupakan dasar pertimbangan utama yang 
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digunakan untuk memulai sebuah usaha ( Danish, et,al, 2019). 
Oleh sebab itu, kewirausahaan cenderung memiliki perspektif 
modern karena berkembang dalam konsep bisnis. Metode 
tradisional sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan 
perkembangan era globalisasi seperti saat ini. Diperlukan 
adanya perubahan sikap dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang disebabkan oleh ketidakefisienan 
pemerintah dalam menjalankan tugasnya.  

Dari sinilah berkembang adanya peran baru dari seorang 
manajer publik yaitu mengembangkan sikap kolaboratif, 
mengembangkan rekayasa sosial, dan mengubah persepsi dari 
warga negara menjadi pelanggan. Pengaruh budaya 
kewirausahaan terhadap peningkatan kinerja organisasi telah 
banyak dibuktikan (Moghaddam, et,al, 2015). Budaya 
kewirausahaan dalam organisasi dicirikan oleh fleksibilitas, 
kewirausahaan, perubahan dan inovasi, pengambilan risiko, 
organisasi pembelajar, pandangan ke depan, kerja tim, 
kejujuran dan rasa saling percaya, antusiasme, daya saing dan 
dukungan yang berorientasi pelanggan.  

Penelitian Laban (2016) juga menjelaskan bahwa budaya 
kewirausahaan memiliki pengaruh dalam mewujudkan 
kesuksesan sebuah organisasi. Budaya kewirausahaan dalam 
pandangan Laban digambarkan sebagai budaya yang berupaya 
mewujudkan dan memperjuangkan semangat dan atribut 
kewirausahaan. Dalam penelitiannya, Laban menjelaskan 
tentang karakteristik budaya kewirausahaan dalam organisasi 
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yang meliputi aspek pengambilan risiko, inovasi, dan 
kreativitas.  

Dalam pandangan Mazzoni & Lazzeretti, (2018), 
karakteristik penting dalam budaya kewirausahaan adalah 
kreativitas. Pada awal kemunculan konsep wirausaha memang 
identik dengan pandangan kapitalisme. Namun dalam 
perkembangan saat ini faktor ekonomi dipandang hanya 
sebagai aspek pendukung untuk mewujudkan budaya 
kewirausahaan. Selain itu dijelaskan oleh Scott (2012) bahwa 
istilah budaya kewirausahaan dipahami sebagai kombinasi 
dari tiga elemen, yaitu menciptakan produk budaya baru, 
orientasi ke arah akses peluang, dan menemukan cara untuk 
melakukannya tanpa membutuhkan sumberdaya ekonomi 
yang besar. Disimpulkan bahwa budaya kewirausahaan sangat 
mensyaratkan adanya proses kreatif bukan ekonomi semata. 

Selain kreativitas, aspek penting lainnya dalam budaya 
kewirausahaan juga berkaitan dengan pengembangan jejaring 
sosial (Naudin, 2017). Aspek jejaring merupakan karakteristik 
yang menunjukkan bahwa sebuah organisasi memiliki budaya 
kewirausahaan. Jejaring sosial akan membantu organisasi 
dalam memenuhi kebutuhan organisasi, seperti pegawai, 
reputasi, dan sumberdaya lainnya. Oleh sebab itu organisasi 
yang inovatif dan kreatif akan berperilaku ke arah 
pengembangan jejaring sosial, baik dengan organisasi privat 
maupun publik.  
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa budaya kewirausahaan merupakan sebuah 
motivasi yang mendorong organisasi untuk melakukan 
berbagai tindakan dan proses yang berkarakter wirausaha. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa budaya organisasi 
memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja organisasi. 
Oleh sebab itu internalisasi nilai-nilai budaya khususnya 
budaya kewirausahaan menjadi sangat penting untuk 
dilakukan termasuk bagaimana gaya kepemimpinan sektor 
publik yang juga sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai 
entrepreneurship leadership.  

Penelitian tentang kewirausahaan dan kepemimpinan 
bukanlah hal baru, tetapi telah berkembang pesat dalam 
beberapa tahun terakhir. Saat ini telah berkembang penelitian 
dengan menggunakan konsep kepemimpinan wirausaha di 
luar bidang studi manajemen tetapi merambah ke bidang 
manajemen dan kebijakan publik sebagaimana ada dalam 
fokus kajian administrasi publik (Leitch & Harrison, 2018). 
Perkembangan akan semangat kewirausahaan bagi seorang 
pemimpin semakin mengemuka seiring dengan era krisis yang 
dialami dunia dan saat ini tengah dilakukan masa pemulihan. 
Era post covid19 semakin menuntut gaya kepemimpinan yang 
gesit, mudah beradaptasi, dan berani mengambil risiko untuk 
memulihkan perekonomian masyarakat yang terpuruk.  

Kepemimpinan kewirausahaan adalah pola pikir yang 
memfokuskan organisasi untuk mengubah masalah menjadi 
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peluang yang menciptakan nilai ekonomi dan sosial. 
Kewirausahaan memainkan peran penting dalam 
pembangunan sosial dan ekonomi negara mana pun dan 
sangat berkontribusi bagi terwujudnya persaingan yang sehat, 
pertumbuhan produksi barang, perluasan layananan, 
penciptaan lapangan kerja baru dan secara umum, 
meningkatkan standar hidup warga negara. Pada saat 
pemulihan pasca pademi Covid19, hal ini sangat menjanjikan 
untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Namun demikian semangat 
kewirausahaan tidak saja memiliki tujuan akhir yang 
berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berfokus pada 
bagaimana menjaga kesinambungan proses produksi barang 
dan jasa dalam rangka memenuhi kepuasan masyarakat. 
Dengan demikian, pengertian ini menjelaskan bahwa 
semangat kewirausahaan bukan hanya bertujuan 
memaksimalkan keuntungan tetapi juga memenuhi 
kebutuhan konsumen.  Dalam pengertian ini, penekanannya 
bukan pada memaksimalkan keuntungan tetapi pada 
kebutuhan konsumen dan kepuasan masyarakat, karena hal 
ini dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal 
(Sandybayev, 2019). 

Kepemimpinan wirausaha bukanlah suatu posisi, tetapi 
suatu proses. Seorang pemimpin dengan jiwa kewirausahaan 
mampu mengambil tanggung jawab untuk membantu 
organisasi dalam menciptakan kondisi tata kelola organisasi 
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yang alamiah, kreatif dalam menghadapi perubahan 
linkungan eksternal. Peran pemimpin ini tidak hanya 
membuat organisasi lebih produktif, tetapi juga memberikan 
para pemimpin itu sendiri agar lebih banyak memiliki 
kebebasan. Kepemimpinan wirausaha adalah sebuah gaya 
kepemimpinan yang efektif dan dibutuhkan. Kepemimpinan 
kewirausahaan melibatkan organisasi dan motivasi karyawan 
dalam menjalankan sistem pengelolaan perusahaan untuk 
mencapai nilai-nilai utama organisasi seperti mengambil 
risiko, menangkap peluang, berinovasi produk dan proses, 
menciptakan keunggulan kompetitif, dan meningkatkan 
kompetensi sebagaimana dikejar oleh seorang wirausahawan 
(Gupta et al., 2004). 

Kepemimpinan kewirausahaan adalah paradigma yang 
relatif sering muncul dna telah diterapkan untuk mengatasi 
sifat organisasi saat ini yang selalu berubah dan dinamis. Jenis 
kepemimpinan ini telah mendapat perhatian yang semakin 
meningkat dari para ilmuwan dan praktisi karena penting 
dalam meningkatkan daya saing, keberhasilan dan 
pertumbuhan semua jenis usaha. Sebelumnya antara 
kewirausahaan dan kepemimpinan memiliki definisi yang 
sempit dan masing-masing saling tumpeng tindih antara 
kepemimpinan dan kewirausahaan. Kemudian muncul 
paradigma baru kepemimpinan kewirausahaan yang 
menunjukkan kemampuan pemimpin dalam 
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mempertahankan keuanggulan kompetitif, kinerja organisasi, 
inovasi, kreativitas, dan adaptasi.(Bagheri & Harrison, 2020). 

Berikut dijelaskan beberapa kerangka kerja penelitian 
dengan tema kepemimpinan kewirausahaan yang dirangkum 
menurut para ahli. 

Tabel 10.2. Studi Entrepreneurial Leadership 

Framework Sumber 

Kegesitan intelektual dan iklim inovasi 
memainkan peran penting dalam kepemimpinan 
kewirausahaan. Temuan studi mengungkapkan 
bahwa iklim inovatif dan kegesitan intelektual 
karyawan memediasi hubungan antara 
kepemimpinan kewirausahaan dan perilaku 
inovatif. 

(Malibari & 
Bajaba, 2022) 

Kepemimpinan kewirausahaan memiliki 
keterkaitan dengan orientasi kewirausahaan, 
kreativitas tim, kemampuan dinamis, 
keunggulan kompetitif yang secara Bersama-
sama mempengaruhi kinerja bisnis. 

(Nguyen et al., 
2021) 

Kepemimpinan kewirausahaan memiliki 
pengaruh terhadap peningkatan perilaku 
inovatif karyawan yang diperkuat dengan adanya 
lingkungan inovatif yang dibangun dalam 
organisasi. 

(Li et al., 2020) 

Kepemimpinan kewirausahaan memiliki 
pengaruh terhadap keberlanjutan kinerja 
organisasi yang meliputi dimensi ekonomi, 
lingkungan, dan aspek sosial. Hubungan variabel 

(Nor-Aishah et al., 
2020) 
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tersebut diperkuat dengan variabel semangat 
kewirausahaan yang dimiliki karyawan.  

Kompetensi manajerial dan orientasi 
pembelajaran memiliki pengaruh terhadap 
kepemimpinan kewirausahaan yang mampu 
meningkatkan kinerja organisasi 

(Wahab & 
Tyasari, 2020) 

Sumber: berbagai publikasi 
 

Dari berbagai pendapat ahli dan disertai hasil penelitian 
dapat menggambarkan bahwa konsep kepemimpinan 
kewirausahaan memiliki multi penjelasan dan multi dimensi 
yang dapat saling mempengaruhi. Aspek yang menonjol dari 
banyak publikasi menunjukkan bahwa inovasi, kreativitas, 
orientasi wirausaha, dan kemampuan adaptasi terhadap 
lingkungan yang cepat berubah menjadi dimensi 
kepemimpinan kewirausahaan yang harus dimiliki oleh 
pemimpin di era post covid19 seperti saat ini. Aspek budaya 
tersebut kemudian dijelaskan pada beberapa penelitian 
memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja 
organisasi. Fakta bahwa kepemimpinan kewirausahaan 
mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi tidak bisa 
dipungkiri dan memiliki relevansi dengan perkembangan 
pemerintah desa saat ini dalam upaya pemulihan ekonomi 
nasional pasca pandemi covid19. 
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E.  Kepala Desa dan Urgensi ‘Entrepreneurial 
Leadership’ 

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat 
desa yang diharapkan mampu menjalankan roda 
pemerintahan desa dengan baik. Selain itu kepala desa juga 
dituntut untuk mampu memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat desa secara berkualitas, sehingga apabila kepala 
desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa, maka akan berpengaruh juga pada kinerja 
pemerintahan pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. 
Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa 
memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan 
yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan 
hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Gaya 
kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan 
yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh 
karena itu, gaya kepemimpinan kepala desa selalu 
dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam 
mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi (Fathoni et al., 
n.d.). 

Pemerintah desa khususnya kepala desa di era post 
covid19 telah mendapatkan tanggungjawab besar untuk ikut 
terlibat dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat desa 
melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 
tingkat desa. Program PEN Desa ini dilaksanakan melalui 
pemberian dana desa yang alokasinya telah ditentukan oleh 
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pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional. Alokasi 
dana PEN Desa digunakan: pertama, untuk program 
penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa 
kemiskinan. Kedua pembangunan dan pengembangan usaha 
ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha 
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk 
mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 
Ketiga pembentukan, pengembangan, dan peningkatan 
kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha 
Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa 
merata, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (www.kemendesa.go.id). 

Tanggungjawab terhadap pemulihan ekonomi 
masyarakat desa tentu menjadi tantangan bagi kepala desa 
dalam mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien. 
Dengan semakin berkembangkan tuntutan kemampuan 
kepala desa dalam mengelola keuangan desa pada program 
pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid19, maka 
orientasi kepala desa harus sudah harus bergeser dari yang 
serba tradisional menjadi lebih adaptif terhadap 
perkembangan lingkungan saat ini. Kepemimpinan kepala 
desa yang diperlukan saat ini adalah kepemimpinan yang 
mampu mengambil kebijakan secara cepat dan mampu 
mengelola keunggulan kompetitif yang dimiliki desa sebagai 
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upaya penanggulangan kemiskinan dan penguatan sektor 
ekonomi masyarakat. 

Gaya kepemimpinan kewirausahaan menjadi tantangan 
bagi kepala desa dalam mengelola program PEN Desa ini. 
Kepala desa yang memiliki semangat wirausaha akan mampu 
memimpin desa dari posisi manapun. Mereka tahu 
kepemimpinan tidak selalu datang dari atas, dan itu datang 
dari tindakan, bukan hierarki. Pada era post Covid19, 
kepemimpinan kewirausahaan lebih banyak dibutuhkan dari 
sebelumnya. Kita tahu bahwa kepala desa harus mampu 
menggunakan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. 
Selain itu kepala desa juga harus mampu mengembangkan 
sektor ekonomi sebagai pengungkit peningkatan pendapatan 
masyarakat. Pengembangan BUMDes juga merupakan 
gambaran bahwa saat ini kepala desa telah dituntut untuk 
mampu berbisnis, mampu melihat peluang, dan berani 
mengambil risiko. Inilah karakteristik kepemimpinan 
kewirausahaan sebagaimana dijelaskan oleh (Carbonell & 
Catalunya, 2021), bahwa kemampuan adaptasi saat ini sangat 
diperlukan oleh seorang pemimpin. 

Kepala desa yang memiliki gaya kepemimpinan 
tradisional masih berfokus pada pengembangan system, 
prosedur, serta proses dalam organisasinya, sementara 
kepemimpinan kewirausahaan memiliki orientasi terhadap 
keberanian mengambil risiko. Mereka akan mampu 
mengembangkan program dan kegiatan yang memiliki 



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan 

269 

manfaat jangka Panjang. Sebagai contoh adalah bagaimana 
kepala desa memutuskan untuk mengembangkan BUMDes 
Kepariwisataan berdasarkan analisa potensi sumberdaya yang 
dimiliki desa. Sampai dengan awal tahun 2022, telah terbentuk 
sebanyak 2.628 BUMDes dan 40 BUMDes Bersama dari 
sekitar 75 ribu desa di Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan dari Kementrian Hukum dan HAM (berbadan 
hukum). Telah banyak BUMDes yang mengalami kemajuan 
pasca Covid19. 

Pemanfaataan dana PEN Desa banyak digunakan untuk 
membangun desa wisata melalui BUMDes. Inovasi desa wisata 
telah banyak dikembangkan di Indonesia, namun demikian 
tidak semuanya berhasil. Data Kementerian Ekonomi Kreatif 
mencatat ada 1.831 desa wisata yang tersebar di berbagai 
wilayah di Indonesia. Desa wisata tersebut kemudian 
dikategorikan menjadi 4 tingkatan, Pertama adalah desa 
wisata rintisan. Indikator desa wisata rintisan menurut 
Kemenparekraf adalah wisata di suatu desa masih berupa 
potensi dan belum adanya kunjungan wisatawan, sarana, dan 
prasarananya masih sangat terbatas, serta tingkat kesadaran 
masyarakat belum tumbuh. Jumlah desa yang berada dalam 
kategori desa wisata rintisan ada 711 desa. Kategori yang 
kedua adalah desa wisata berkembang. Indikator bagi suatu 
desa yang termasuk desa wisata berkembang adalah sektor 
wisata di suatu desa masih berupa potensi dan hal tersebut 
sudah mulai dilirik untuk dikembangkan lebih jauh. Ada 969 
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desa yang terdaftar dalam kategori desa wisata berkembang. 
Kategori ketiga adalah desa wisata maju. Desa wisata dapat 
dikategorikan sebagai desa wisata maju adalah ketika 
masyarakatnya sudah sadar wisata, dana desa dipakai untuk 
mengembangkan potensi pariwisata dan wilayahnya juga 
sudah dikunjungi banyak wisatawan. Jumlah desa yang 
terdaftar dan berada dalam ketegori desa wisata maju ada 159 
desa. Dan, kategori yang terakhir adalah desa wisata mandiri. 
Kategori ini dapat dikatakan sebagai tingkatan tertinggi dari 
semua kategori desa wisata berdasarkan Kemenparekraf. 
Indikator yang harus dipenuhi dari kategori ini, adalah 
memiliki inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi wisata 
sudah diakui dunia, sarana dan prasarana memiliki standar 
serta pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix. Berikut 
gambaran sebaran desa wisata di Indonesia 
(https://www.goodnewsfromindonesia.id). 
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Gambar 10.2.  
Sebaran Desa Wisata di Indonesia 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Nor-Aishah 
et al., 2020) bahwa kepemimpinan kewirausahaan memiliki 
dampak positif dalam pengelolaan organisasi. Hal tersebut 
ditunjukkan melalui adanya peningkatan kinerja organisasi, 
peningkatan tingkat pendapatan, meningkatkan citra 
organisasi, dan kepercayaan masyarakat, serta peningkatan 
kualitas organisasi secara umum. Jika dikaitkan dengan 
pengelolaan BUMDes tentu ini sangat relevan dengan adanya 
kebutuhan peningkatan kontribusi pendapatan desa dari 
sektor BUMDes dan  hal ini perlu diperkenalkan kepada 
kepala desa. Pengelolaan desa wisata salah satu urusan 
pemerintah desa yang membutuhkan kebijakan-kebijakan 
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inovatif dari kepala desa. Melalui BUMDes kepala desa perlu 
melakukan pengembangan bisnis kepariwisataan sebagaimana 
tercantum dalam dokumen rencana bisnis BUMDes. 

Selain adanya tuntutan pengembangan BUMDes, kepala 
desa juga didorong untuk memiliki kemampuan dalam 
pengelolaan program dan kegiatan yang inovatif melalui 
pemanfaatan dana desa. Pemerintah telah mengalokasikan 
dana desa sebesar Rp 72 triliun dalam APBN 2021. Sesuai 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa 
penggunaan Dana Desa tahun 2022 di prioritaskan untuk 
program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: 
1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; 

dan 
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 

sesuai kewenangan Desa. 
Untuk alokasi dana PEN Desa diarahkan untuk 

mengembangkan program sebagai berikut: 1) pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya 
memperluas kemitraan untuk pembangunan di desa, 2) 
Pemetaan masalah yang terjadi di desa berdasarkan 
pendekatan partisipatif, 3) pemetaan potensi unggulan desa, 4) 
penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa 
untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan, 5) Desa inklusi 
untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam 
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mewujudkan keadilan pada desa dinamis dan budaya Desa, 
dan 6) adaptasi kebiasaan baru (www. investor.id). 

Dengan melihat tanggungjawab yang diberikan 
pemerintah pusat kepada pemerintah desa khususnya dalam 
pemulihan ekonomi masyarakat tentu membutuhkan kualitas 
kepemimpinan kepala desa yang tidak saja dapat dipercaya 
namun juga mampu menterjemahkan setiap program dalam 
kegiatan-kegiatan yang inofatif, kreatif, dan dapat 
menyelesaikan masalah. Mampu membangun kepercayaan 
(trust) kepada masyarakat merupakan karakteristik 
kepemimpinan kewirausahaan (Yulivan, 2022). Dalam 
membangun kepemimpinan kewirausahaan, kepala desa juga 
harus mampu membangun lingkungan kewirausahaan dalam 
organisasi pemerintah desa, dimana hal ini akan terbangun 
jika kepala desa mampu membangun pula kepercayaan 
masyarakat (Science, 2021). 

Beberapa karakteristik kepemimpinan kewirausahaan 
yang relevan dengan kompetensi seorang kepala desa 
dijelaskan dalam table 4.3. 

Tabel 10.3. Karakteristik Kepemimpinan Kewirausahaan 

No Karakteristik EL Sumber 
1 Inovatif dan agile (Malibari & Bajaba, 

2022) 
2 Trust, Use Effective Communication 

Skills, Seek Self-Improvement, Possess 
Technical Skills, Actively Engage in 
Decision Making, Accept 

(Dave Lavinsky, 2022, 
https://www.growthink
.com/businessplan/help
-
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Responsibility for Actions, Be a Role 
Model, Create an Engaged Team, Have 
a Deep Understanding of Dynamic 
Markets, Take Calculated Risk. 

center/entrepreneurial-
leadership) 

3 Kreatif dan Inovatif (Guberina & Wang, 
2021) 

4 Inovatif, kemauan untuk investasi, 
berani mengambil risiko, pasion, visi, 
dan menerima tantangan 

(Nguyen et al., 2021) 

4 Memiliki pasion, memiliki visi yang 
jelas, kreativitas, dan pengambil 
kebijakan 

(Sandybayev, 2019) 

5 Mempengaruhi orang lain, visi, 
orisinalitas, dan keberanian, 
pengambilan risiko, menangkap 
peluang, mengejar inovasi, menjadi 
inovatif, produktif, saling bertukar dan 
strategis 

(Esmer & Dayi, 2017) 

 Strategic; communicative; 
motivational; personal/ 
organisational 

(Fontana, A. and Musa, 
S. 2017) 

6 Fleksibel, cepat, dan fokus (Horney et al., 2010) 

Sumber: Berbagai Publikasi  
 

Gaya kepemimpinan kewirausahaan penting untuk 
diadopsi oleh kepala desa  untuk mendorong kreativitas dan 
pemikiran inovatif serta pemikiran strategi pengembangan 
yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia 
dan mempertahankan ketangguhan masyarakat desa dalam 
menghadapi kesulitan. Di tengah-tengah upaya memulihkan 
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ekonomi nasional, kehadiran kepala desa jelas memberikan 
pengaruh yang besar terhadap keberhasilan program PEN 
Desa. BUMDes harus mengambil peran ekonomi di desanya 
masing-masing, oleh karena itu kepala desa dan jajaran 
pemerintah desa harus mampu menyusun strategi yang tepat 
sebagai langkah untuk melakukan revitalisasi BUMDes. 

Seperti seorang wirausahawan, maka kepemimpinan 
kewirausahaan juga dibuat, bukan dilahirkan. Artinya kepala 
desa memang harus belajar, mengembangkan 
kemampuannya, berlatih, dan tidak bisa berjalan sendiri 
dalam mengelola pemerintah desa. Dijelaskan dalam tulisan 
Elizabeth Atwater (https://entrepreneurship.babson.edu) 
bahwa karakteristik kepemimpinan kewirausahaan antara 
lain: 
1. Pemimpin wirausaha ingin memecahkan masalah secara 

kolaboratif 
2. Pemimpin wirausaha menghargai tindakan dan 

berorientasi pada hasil 
3. Para pemimpin wirausaha percaya bahwa segala 

sesuatunya dapat menjadi lebih baik, dan bahwa mereka 
dapat memberikan dampak 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa banyak organisasi kecil 

atau organisasi di tingkat bawah yang hancur oleh adanya 
Covid19. Namun ke depan dengan kepemimpinan 
kewirausahaan organisasi kecil akan lebih memiliki kebebasan 
untuk berinovasi dan beraksi lebih cepat dalam memulihkan 
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ekonomi mereka. Mereka saat pemulihan ekonomi di era post 
Covid19 jurstru lebih cepat beranjak dan mungkin akan alebih 
mampu menghadapi badai-badai di tengah situasi yang tidak 
menentu seperti saat ini. Hal inilah yang harus disadari oleh 
kepala desa.  
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